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Abstrak 
Artikel ini membahas implementasi prinsip-prinsip hukum Islam 

dalam penegakan hukum di Indonesia dengan fokus pada 

studi kasus dan evaluasi. Tujuan utama penelitian ini adalah 

untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam 

diintegrasikan dalam sistem hukum nasional dan mengevaluasi 

efektivitas serta tantangan yang dihadapi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap dokumen 

hukum, studi kasus, dan wawancara dengan para ahli hukum. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat 

upaya signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip 

hukum Islam, tantangan seperti perbedaan interpretasi, 

resistensi sosial, dan masalah implementasi masih ada. 

Kesimpulan dari studi ini memberikan rekomendasi untuk 

meningkatkan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum 

nasional. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Penegakan Hukum, Indonesia, 

Prinsip-Prinsip Hukum, Studi Kasus. 

 

 

PENDAHULUAN 

Hukum Islam, atau syariah, 

memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam kehidupan masyarakat 

Muslim, termasuk di Indonesia. 

Sebagai negara dengan populasi 

Muslim terbesar di dunia, Indonesia 

memiliki tantangan unik dalam 

mengintegrasikan prinsip-prinsip 

hukum Islam ke dalam sistem 

hukum nasional yang berbasis 

pada hukum positif. Implementasi 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

penegakan hukum di Indonesia 

merupakan topik yang relevan 

dan penting untuk diteliti, 

mengingat peran pentingnya 

dalam mengatur berbagai aspek 

kehidupan sosial, ekonomi, dan 

politik (Al-Qaradawi, 1997). 
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Di Indonesia, integrasi hukum Islam 

dalam sistem hukum nasional 

diatur oleh Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama, dan 

peraturan-peraturan lainnya yang 

mengakomodasi prinsip-prinsip 

syariah dalam konteks tertentu. 

Namun, penerapan prinsip-prinsip 

ini sering kali menghadapi 

berbagai tantangan, termasuk 

resistensi dari kelompok-kelompok 

yang menganggap bahwa hukum 

Islam tidak sepenuhnya sejalan 

dengan prinsip-prinsip hukum 

positif atau hak asasi manusia 

(Nasution, 1993). 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam penegakan 

hukum di Indonesia adalah topik 

yang kompleks dan signifikan, 

mengingat posisi Indonesia 

sebagai negara dengan populasi 

Muslim terbesar di dunia. Hukum 

Islam, yang diatur dalam berbagai 

kitab suci dan literatur klasik, 

memiliki dampak mendalam pada 

aspek-aspek kehidupan sehari-

hari, termasuk dalam hal keluarga, 

waris, dan hukum pidana. Di 

Indonesia, prinsip-prinsip ini telah 

diintegrasikan ke dalam sistem 

hukum nasional melalui berbagai 

peraturan dan undang-undang, 

namun penerapannya sering kali 

menghadapi tantangan dan 

kontroversi yang signifikan (Al-

Qaradawi, 1997; Syafi'i, 2018). 

Artikel ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi bagaimana 

prinsip-prinsip hukum Islam 

diterapkan dalam penegakan 

hukum di Indonesia melalui studi 

kasus tertentu dan memberikan 

evaluasi terhadap efektivitas serta 

tantangan yang dihadapi dalam 

proses implementasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan dalam artikel ini adalah 

analisis kualitatif. Data 

dikumpulkan melalui: 

1. Analisis Dokumen: Studi 

terhadap berbagai dokumen 

hukum yang relevan, termasuk 

undang-undang, peraturan 

pemerintah, dan keputusan 

pengadilan yang terkait 

dengan penerapan hukum 

Islam di Indonesia. 

2. Studi Kasus: Penggunaan studi 

kasus untuk mengidentifikasi 

bagaimana prinsip-prinsip 

hukum Islam diterapkan dalam 

praktik. Kasus-kasus yang diteliti 

termasuk kasus-kasus di 

Pengadilan Agama dan 

pengadilan lainnya yang 

mengadili perkara berdasarkan 

hukum Islam. 

3. Wawancara: Wawancara 

dengan para ahli hukum, 

akademisi, dan praktisi hukum 
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yang memiliki pengalaman 

dan pengetahuan tentang 

penerapan hukum Islam dalam 

sistem hukum nasional. 

Analisis data dilakukan 

dengan mengidentifikasi tema-

tema utama terkait dengan 

implementasi hukum Islam dan 

evaluasi terhadap efektivitas serta 

tantangan yang dihadapi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Prinsip-Prinsip 

Hukum Islam 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam sistem hukum 

di Indonesia telah berlangsung 

dalam berbagai bentuk, mulai dari 

hukum keluarga, waris, hingga 

hukum pidana. Misalnya, Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan mengakomodasi 

prinsip-prinsip hukum Islam dalam 

regulasi perkawinan, seperti 

poligami dan hak-hak istri. 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 

tentang Pengadilan Agama 

memberikan kerangka hukum 

untuk menyelesaikan sengketa 

keluarga berdasarkan syariah 

(Abdurrahman, 2006). 

Namun, penerapan prinsip-

prinsip ini seringkali terbatas pada 

area-area tertentu dan tidak 

diterapkan secara menyeluruh di 

seluruh sistem hukum nasional. Hal 

ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan interpretasi hukum, 

tantangan implementasi, dan 

resistensi dari berbagai pihak 

(Zainuddin, 2013). 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam sistem hukum 

modern merupakan tantangan 

yang kompleks, terutama di 

negara-negara yang mengadopsi 

sistem hukum campuran seperti 

Indonesia. Prinsip-prinsip hukum 

Islam, yang berasal dari Al-Qur'an 

dan Hadis, mencakup berbagai 

aspek kehidupan, mulai dari 

hukum keluarga hingga hukum 

pidana dan perdata. Di Indonesia, 

penerapan prinsip-prinsip ini diatur 

dalam beberapa undang-

undang, seperti Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang 

Pengadilan Agama, yang 

memungkinkan penerapan hukum 

Islam dalam konteks tertentu 

(Abdurrahman, 2006). Prinsip-

prinsip ini, seperti keadilan, 

musyawarah, dan kemaslahatan, 

sering diintegrasikan ke dalam 

sistem hukum positif untuk 

memastikan bahwa hukum 

nasional mencerminkan nilai-nilai 

Islam tanpa mengabaikan prinsip-

prinsip hukum modern (Fauzi, 

2015). 
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Namun, implementasi prinsip-

prinsip hukum Islam menghadapi 

berbagai tantangan, terutama 

dalam hal harmonisasi dengan 

hukum positif yang berlaku. 

Perbedaan interpretasi antara 

berbagai mazhab dan 

pandangan dalam hukum Islam 

dapat menyebabkan 

ketidakpastian hukum dan 

perbedaan dalam praktik (Syafi'i, 

2018). Misalnya, prinsip-prinsip 

syariah yang mengatur aspek-

aspek seperti waris dan 

pernikahan mungkin diterapkan 

secara berbeda di berbagai 

daerah, tergantung pada 

interpretasi lokal dan tingkat 

penerimaan masyarakat (Yusuf, 

2012). Selain itu, resistensi terhadap 

penerapan hukum Islam dari 

segmen-segmen tertentu dalam 

masyarakat, yang mungkin menilai 

bahwa prinsip-prinsip syariah tidak 

sepenuhnya sesuai dengan hak 

asasi manusia atau hukum positif, 

juga merupakan tantangan 

signifikan (Zainuddin, 2013). 

Untuk mengatasi tantangan 

ini, diperlukan upaya yang 

berkelanjutan dalam harmonisasi 

hukum, peningkatan pemahaman 

di kalangan praktisi hukum, dan 

dialog antara berbagai pihak 

yang terlibat. Penelitian lebih lanjut 

tentang bagaimana prinsip-prinsip 

hukum Islam dapat diterapkan 

secara efektif dalam sistem hukum 

modern akan sangat bermanfaat 

untuk mencapai keseimbangan 

yang adil dan berkelanjutan 

antara nilai-nilai Islam dan hukum 

positif (Hidayat, 2020). 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam sistem hukum 

di Indonesia menunjukkan 

berbagai hasil yang signifikan dan 

tantangan yang kompleks. 

Berdasarkan hasil studi, dapat 

dilihat bahwa prinsip-prinsip 

syariah, seperti keadilan, 

musyawarah, dan kemaslahatan, 

telah diintegrasikan dalam 

berbagai aspek hukum positif, 

terutama dalam hukum keluarga 

dan peradilan agama. Misalnya, 

penerapan prinsip keadilan dalam 

kasus perceraian di Pengadilan 

Agama, di mana hak-hak 

perempuan dan anak 

diakomodasi sesuai dengan 

ketentuan syariah, menunjukkan 

upaya untuk menegakkan 

keadilan yang sesuai dengan nilai-

nilai Islam (Hidayat, 2020). 

Namun, hasil implementasi ini 

juga menghadapi berbagai 

tantangan. Salah satu tantangan 

utama adalah perbedaan 

interpretasi prinsip-prinsip syariah 

yang dapat mengakibatkan 

ketidakpastian hukum dan 

keputusan yang tidak konsisten. 

Berbagai aliran dan pandangan 

dalam hukum Islam membawa 

variasi dalam penafsiran dan 
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penerapan prinsip-prinsip tersebut, 

yang sering kali menyebabkan 

inkonsistensi dalam praktik hukum 

(Fauzi, 2015). Selain itu, resistensi 

dari sebagian masyarakat 

terhadap penerapan hukum Islam, 

terutama dalam aspek-aspek 

yang dianggap tidak sejalan 

dengan hak asasi manusia atau 

nilai-nilai modern, turut 

mempengaruhi efektivitas 

implementasi (Syafi'i, 2018). 

Evaluasi terhadap 

implementasi prinsip-prinsip hukum 

Islam menunjukkan perlunya 

harmonisasi antara hukum syariah 

dan hukum positif serta 

peningkatan pemahaman di 

kalangan praktisi hukum. Dialog 

yang lebih intensif antara 

pemangku kepentingan, termasuk 

ulama, praktisi hukum, dan 

masyarakat, sangat penting untuk 

mengatasi perbedaan interpretasi 

dan resistensi yang ada. 

Peningkatan pelatihan bagi hakim 

dan reformasi dalam administrasi 

peradilan juga diperlukan untuk 

memastikan penerapan prinsip-

prinsip hukum Islam secara 

konsisten dan adil (Zainuddin, 

2013). Dengan mengatasi 

tantangan ini, diharapkan 

implementasi prinsip-prinsip hukum 

Islam dapat memberikan kontribusi 

yang lebih besar terhadap 

keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat dalam sistem hukum 

Indonesia. 

 

Tantangan Implementasi 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam sistem hukum 

modern menghadapi berbagai 

tantangan yang signifikan, baik 

dari segi hukum maupun sosial. 

Salah satu tantangan utama 

adalah perbedaan interpretasi 

dan mazhab dalam hukum Islam, 

yang dapat menyebabkan 

inkonsistensi dalam penerapan 

prinsip-prinsip syariah. Berbagai 

aliran dan pandangan dalam 

Islam sering kali memiliki 

interpretasi yang berbeda 

mengenai prinsip-prinsip dasar 

seperti keadilan, hak waris, dan 

hukum pidana, yang dapat 

mengakibatkan perbedaan 

praktik hukum di berbagai daerah 

(Fauzi, 2015). Ketidakpastian ini 

sering kali menimbulkan 

ketidakadilan dan konflik hukum, 

serta mempersulit proses 

harmonisasi antara hukum Islam 

dan hukum positif yang berlaku. 

Selain itu, resistensi dari 

segmen-segmen masyarakat juga 

menjadi tantangan signifikan 

dalam implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam. Beberapa kelompok 

mungkin menilai bahwa 



Abdul Halim 
 
 

 

SCHOLASTICA, Volume 6, Nomor 1, Mei 2024 |65 

 

 

penerapan hukum Islam tidak 

sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia 

atau hukum positif modern, seperti 

yang diatur dalam Konstitusi 

Indonesia. Hal ini dapat 

menimbulkan konflik antara nilai-

nilai syariah dan nilai-nilai universal 

yang dijunjung oleh masyarakat 

luas (Syafi'i, 2018). 

Masalah praktis lainnya 

meliputi keterbatasan sumber 

daya dan infrastruktur hukum yang 

mendukung penerapan prinsip-

prinsip syariah. Di banyak daerah, 

keterbatasan dalam pelatihan 

hakim, fasilitas peradilan, dan 

sistem administrasi hukum dapat 

menghambat efektivitas 

penerapan hukum Islam secara 

konsisten dan adil (Zainuddin, 

2013). 

Untuk mengatasi tantangan-

tantangan ini, diperlukan upaya 

sistematis dalam harmonisasi 

hukum, pendidikan, dan dialog 

terbuka antara berbagai pihak 

terkait. Peningkatan pemahaman 

dan penyuluhan tentang prinsip-

prinsip hukum Islam, serta 

pembenahan sistem peradilan, 

akan sangat penting dalam 

memastikan penerapan prinsip-

prinsip syariah yang adil dan efektif 

(Hidayat, 2020). 

Beberapa tantangan 

signifikan dalam implementasi 

prinsip-prinsip hukum Islam di 

Indonesia meliputi: 

1. Perbedaan Interpretasi: Prinsip-

prinsip hukum Islam dapat 

diinterpretasikan secara 

berbeda oleh berbagai 

kelompok. Perbedaan 

interpretasi ini dapat 

menyebabkan ketidakpastian 

hukum dan konflik dalam 

penerapan hukum (Fauzi, 

2015). 

2. Resistensi Sosial: Terdapat 

resistensi dari kelompok-

kelompok yang menilai bahwa 

penerapan hukum Islam tidak 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

hukum positif atau hak asasi 

manusia. Resistensi ini dapat 

menghambat penerapan 

prinsip-prinsip syariah dalam 

praktik (Syafi'i, 2018). 

3. Masalah Implementasi: 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam seringkali 

terhambat oleh kurangnya 

sumber daya, pelatihan, dan 

infrastruktur yang memadai. Hal 

ini dapat mempengaruhi 

efektivitas penerapan hukum 

(Yusuf, 2012). 

 

Studi Kasus dan Implementasi 

Dalam studi kasus yang 

diteliti, seperti kasus sengketa waris 

di Pengadilan Agama dan kasus-

kasus hukum keluarga, ditemukan 

bahwa penerapan prinsip-prinsip 



Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Studi 
Kasus dan Evaluasi 
 
 
 

 

66| SCHOLASTICA, Volume 6, Nomor 1, Mei 2024 

 

 

hukum Islam berjalan cukup efektif 

dalam menyelesaikan sengketa. 

Namun, implementasi seringkali 

terbatas pada aspek-aspek 

tertentu dan tidak selalu konsisten 

di seluruh wilayah (Hidayat, 2020). 

Studi kasus mengenai 

implementasi prinsip-prinsip hukum 

Islam dalam penegakan hukum di 

Indonesia dapat dilihat melalui 

contoh penerapan hukum syariah 

dalam bidang hukum keluarga, 

khususnya dalam konteks kasus 

perceraian di Pengadilan Agama. 

Di Indonesia, pengadilan agama 

memiliki wewenang untuk 

menangani perkara-perkara yang 

terkait dengan hukum keluarga 

bagi umat Islam, termasuk 

perceraian, hak asuh anak, dan 

pembagian harta gono-gini. 

Misalnya, dalam kasus perceraian, 

prinsip-prinsip syariah mengatur 

proses perceraian dengan 

ketentuan yang mengedepankan 

keadilan dan perlindungan hak-

hak perempuan dan anak 

(Hidayat, 2020). 

Dalam praktiknya, 

penerapan prinsip-prinsip ini sering 

kali menghadapi berbagai 

tantangan. Salah satu contohnya 

adalah perbedaan interpretasi 

antara hakim mengenai 

ketentuan syariah tentang hak 

asuh anak dan nafkah. Meskipun 

ada pedoman yang jelas, 

interpretasi yang berbeda dapat 

menyebabkan keputusan yang 

tidak konsisten, mengakibatkan 

ketidakpuasan di kalangan pihak-

pihak yang terlibat (Fauzi, 2015). 

Selain itu, faktor sosial seperti 

pandangan masyarakat terhadap 

hak-hak perempuan juga dapat 

mempengaruhi implementasi 

prinsip-prinsip syariah. Dalam 

beberapa kasus, resistensi 

terhadap keputusan yang 

dianggap tidak sesuai dengan 

norma sosial atau budaya lokal 

dapat menyebabkan konflik dan 

penundaan dalam proses hukum 

(Syafi'i, 2018). 

Evaluasi terhadap studi kasus 

ini menunjukkan perlunya 

peningkatan pelatihan bagi hakim 

pengadilan agama serta 

pembenahan dalam administrasi 

hukum untuk memastikan 

penerapan prinsip-prinsip hukum 

Islam yang lebih konsisten dan adil. 

Selain itu, dialog antara ulama, 

praktisi hukum, dan masyarakat 

perlu diperkuat untuk mengatasi 

perbedaan pandangan dan 

resistensi terhadap penerapan 

hukum syariah. Pendekatan yang 

lebih harmonis dan pemahaman 

yang mendalam tentang prinsip-

prinsip syariah akan membantu 

meningkatkan efektivitas 
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penegakan hukum dan keadilan 

dalam sistem hukum Indonesia 

(Zainuddin, 2013). 

 

KESIMPULAN 

Implementasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam penegakan 

hukum di Indonesia menunjukkan 

adanya upaya signifikan untuk 

mengintegrasikan ajaran syariah 

dalam sistem hukum nasional. 

Meskipun terdapat berbagai 

tantangan, termasuk perbedaan 

interpretasi, resistensi sosial, dan 

masalah implementasi, 

penerapan hukum Islam dalam 

konteks tertentu telah 

menunjukkan hasil yang positif. 

Untuk meningkatkan integrasi 

hukum Islam dalam sistem hukum 

nasional, beberapa rekomendasi 

dapat diberikan: 

1. Peningkatan Kesadaran dan 

Pendidikan: Mengadakan 

program pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang hukum 

Islam di kalangan praktisi 

hukum dan masyarakat umum. 

2. Harmonisasi Hukum: 

Meningkatkan upaya 

harmonisasi antara hukum Islam 

dan hukum positif untuk 

mengurangi ketidakpastian 

hukum dan konflik. 

3. Pengembangan Infrastruktur: 

Memperbaiki infrastruktur dan 

sumber daya yang diperlukan 

untuk implementasi prinsip-

prinsip hukum Islam secara 

efektif. 

Dengan langkah-langkah 

tersebut, diharapkan bahwa 

prinsip-prinsip hukum Islam dapat 

diterapkan dengan lebih efektif 

dalam penegakan hukum di 

Indonesia, memberikan manfaat 

yang lebih besar bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 
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